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WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
~ NOMOR20 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN 'SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
- PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

Menimbang

Mengingat

| "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
~ Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 5 ayat (2)

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 =~ -
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan

' Pasal 26 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016
‘tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Dinas Perumahan dan Permukiman perlu menetapkan

- Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan

Orgamsas1, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pclaksana

* Teknis Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun = 1959 tentang’
- Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

‘3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik.
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesxa Nomor 5587),
sebagalmana telah d1ubah beberapa kali terakhir
~dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor '
5679), ’ ' ‘



‘4, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara = Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara

v Republik Indonesia Nomor 451); :

6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun

2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota

‘ Balikpapan Nomor 26);

7. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tenta.ng
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas
Perumahan dan Permukiman (Berita Daerah Kota
Balikpapan Tahun 2016 Nomor 33); | -

MEMUTUSKAN: -

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN,

- SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
- UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SUSUN
- SEDERHANA SEWA.

 BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wahkota ini yang dimaksud dengan

1.
2.
3.

‘Daerah adalah Kota Balikpapan.

Walikota adalah Walikota Balikpapan. :
Dinas Perumahan dan Permukiman yang selan_]utnya dlsebut Dmas adalah

- - Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bahkpapan

. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Permuklman Kota |
Balikpapan. '
. Sekretaris adalah Sekretans Dinas Perumahan dan Permukiman Kota

Balikpapan.

. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa,
~adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu
- lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara
. fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-
~satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah status

penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana anggaran

pendapatan dan belanja daerah/anggaran pendapatan dan belanja negara
~dengan fung51 utamanya bagi hunian.

. ;_Umt Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya d1s1ngkat UPTD adalah
© unsur yang melaksanakan kegiatan tekms operasional Dinas dan/atau
~ kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.



| 8 UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya dlsebut UPI‘D -
o Rusunawa adalah unsur ya.ng melaksanakan sebaglan keglatan tekms' L
;fffboperaswnal dan /atau keglatan teknis penunjang tertentu yang berada d1
"~ " bawah Dinas.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Urut Pelaksana ’I‘ekms Daerah Rumah Susun»;
‘.. Sederhana Sewa. . -
Kclompok Jabatan Fungsmnal adalah pemegang _]abatan fungsmnal yang o
L tugasnya dldasarkan pada keahhan dan atau keterampllan tertentu sesua;f o
.'f"if"“.:v kebutuhan Daerah B s : : B
| | e . BaBT
PEMBENTUKAN

- f{(l) Dengan Peraturan Wah Kota ini dibentuk UPTD Rusunawa. L LRI
(2) UPTD Rusunawa sebagaxmana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD RN AR
dengan k1a81ﬁkas1A o - SR N - o

~  BABII
KEDUDUKAN o
.. Ppasal3 T
e UPID Rusunawa sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 dlplmpln oleh seorang‘
:v:»_;‘:»_erpaJa UPTD yang secara adn'umstratlf bertanggung jawab kepada Sekretaris .
:;i-,_,;dan secara tekms operaswnal berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada__, | . B

i Kepala Dmas melalu1 Kepala B1dang Perumahan : SRR

SUSUNAN ORGANISASI cor o

P B LI Pasal 4 .
: (1] Susunan orgamsam UPTD Rusunawa terd1r1 atas
S Kepala UPTD; o ’

b Subbaglan Tata Usaha dan v

e Kelompok Jabatan Fungs1onal : T R
(2) Bagan Struktur UPTD Rusunawa sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1). R
S tercantum ‘dalam Lamplran, ‘yang mempakan bagxan t1dak terp1sahkan';.f e
dari Peraturan Wah Kota ini. e , A

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bag1an Kesatu A

L P PasalS o P EIIE LI B P
Ll .‘ZUP’I‘D Rusunawa mempunyal tugas melaksanakan sebaglan kcglatan t6knlS
B ‘operasmnal dan / atau keglatan tekms Dlnas d1 b1dang perumahan o

TR SR Pasa16 A Ll
'Y-Dalam melaksanakan tugas sebagaJmana dlmaksud dalam Pasal 5 UPTD i

Rusunawa menyelenggarakan fungm- BRI R

a penyusunan program keglatan dan pengembangan UPTD




b.. pelaksanaan operas1onal pengelolaan Rusunawa sesua_t dengan ketentuan
. peraturan perundang—undangan, ‘ T U T
c. .j'fff”pelaksanaan pengelolaan, pengawasan, pemehharaan dan perawatan_ff .
' bangunan rumah susun serta sarana prasarana penunjangnya; R
‘ . pelaksanaa.n pembmaan, pengawasan dan pengendahan personil; - .
¢ ;’:.‘;f pelaksanaan pengoordmasxan dan pengendahan pemungutan retnbu31
pemakman kckayaan daerah yang rnen_]adl kcwenangannya, UL
o pelaksanaan pengaturan dan pengendahan keszapan sarana dan prasaranaf
';,::‘.V:Rusunawa’ } . o IR , . B R
penyusunan laporan pelaksanaan program . dan keglatan UP'I‘D dan IS B
1 .v;_'_'pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh plmpman/ atasan sesua1 D
| . dengan tugas dan fung51 serta tanggung Jawab kewenangannya RIS

Baglan Kedua A
Kepala UPTD R

s | Pasal 7 R T
"f;Kepala UPTD sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertugas
‘a. menyelenggarakan tugas dan fungsx sebagaumana dlmaksud dalam Pasal S
" dan Pasal 6; o | Lo e e
, :.f'"'mengoordma&kan dan melakukan pengendahan 1nternaj terhadap umtv:‘j .
R . f’jker:]a di bawahnya, dan , : : Lo
c.’ﬂ,{;melaksanakan tugas laln yang diberikan oleh Kepala Dmas sesua1 dengan
: "“:ftugas dan fung31 serta tanggung jawab kewenangannya T mEa

Baglan Ketlga e e
Subbaglan Tata Usaha ST
S ‘Pasal8

‘_ Subbaglan Tata Usaha sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
- huruf b," bertugas melakukan pengumpulan ‘dan " peny1apan bahan
‘. "'perencanaan ‘program, keuangan, ketatausahaan, rumah  tangga,
S perlengkapan, kepegawalan dan kehumasan serta pengelolaan barang.-.".
fj’.?;mlhk Daerah. . S S : S

“Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), e
L5 Subbaglan Tata Usaha menyelenggarakan fung31 : - L
“b. pelaksanaan umsan keuangan rumah tangga, perlengkapan dan-.v;

_ peralatan serta kebersihan dan keamanan kantor : e
~,_C.’pe1aksanaan ketatausahaan UPTD; L T A e T
d. pengelolaan ‘administrasi_ pemungutan retnbuSI pemakalan kekayaan

;;,fdaerah yang men_]adl kewenangannya, T S S B ’
e. pengelolaan pusat layanan mformasx UP'I‘D
o ‘penyusunan laporan kegiatan UPTD; dan S RS VR
e “g pelaksanaan tugas lamnya yang dlbenkan oleh pnnpman/ atasan sesual - o
- dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya. . -
- (3) Subbaglan Tata Usaha sebagalmana dxmaksud pada ayat 1y dlpxmpm oleh;jf o LA
. seorang Kepala Subbaglan Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya[ e
berada d1 bawah dan bcrtanggung Jawab kepada Kepala UP’I‘D S




o Baglan Keempat L
Kelompok J abatan Fungsmnal

pasal9

) sesual dengan keahhan dan / atau keterampxlan tertentu bers1fat mandm

Pasal 10

dalam berbagal kelompok sesuai dengan bidangnya.

dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

}: (‘1)‘ KelomPOk Jabatan Fl.mgsmnal sebagalmana‘ dlmaksud dalam Pasal 9 _’ L
- terdiri atas se;umlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsmnal yang terbagl;}:‘;.; B

,;:Kelompok Jabatan Fungswnal sebagalmana ‘dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (1):"‘-;, e
:;huruf c mempunyax tugas melaksanakan sebag1an tugas dan’ fungS1 UPTDjf R

_(2) Kelompok Jabatan Fungsmnal sebagalma.na dlméksud pada ayat (1)-‘
dlplmpm oleh seorang tenaga fungsional semor sebagal ketua kelompok;» Cun

L (3) Jumlah Jabatan Fungsxonal sebagmmana dunaksud pada ayat (1)‘ : S

dltentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kexja

~ TATAKERJA

" Pasal 11

orgamsam lamnya sesuai dengan tugas dan fungsmya masmg-masmg
~ bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

: berka.la tepat wakm
Vi melekat

Pasal 12

Pasal 13

] Atas das ar pemmbangan daya guna ‘dan hasil guna, masmg—masmg pejabaf

dalam Imgkungan UPTD. dapat mendelegasman kewenangan—kewenangan
tertentu kepada pejabat setmgkat dlbawahnya R

.'i’_ (4) Jems dan Jenjang Jabatan Fungsmnal sebagannana dlrnaksud pada ayat_f"» o
. ( 1) dlatur sesuai dengan ketentuan peramran perundang—undangan L e

",,_l,j,f(l) Dalam melaksanakan tugas dan fungsmya Kepala UPTD Kepala_f}t;ﬁ
FIES Subbag1an ‘Tata Usaha dan Kelompok - Jabatan Fungsmnal ‘wajib

o menerapkan prln31p koordmas1, mtegra31, smkronlsaSI dan sunphﬁkasr
- baik  dalam lmgkungan ‘masing-masing maupun . a_ntar satuan umt’ff

: (2) Kepala UPTD wa_]lb bertanggung jawab memlmpm ‘dan mengoord1nas1kan_ oy o
o bawahannya ‘masing-masing serta membenkan bunbmgan dan petunjuk»

g (3) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunJuk dan bertanggungvﬁ‘, i
I Jawab pada atasannya masmg-masmg serta’ menyampalkan laporan v

’]v"”f:,if:v(4) Kepala Dmas sebagal Koordmator UP’I‘D Wajlb melaksanakan pengawasan’j:. o

f 'Apablla Kepala UPTD berhalangan maka Kepala Subbaglan Tata Usaha secara o
»__struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UP’I‘D sesuai dengan Daftar Urut‘_;'{ g




BAB VI
ESELON

L SR N  Pasal 14 . . ' .
ii(l) Kepala UPTD merupakan Jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan}f“}.;‘
.. pengawas.’ :
. (2) Kepala Subbaglan Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV b_‘i*:

ataujabatan pengawas | e

P B BABVIII o T
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN ” -

T Pasal 15 . o RIS T P
e ,v,,',_,Kepala UF’I‘D dan Kepala Subbaglan Tata Usaha dlangkat dan dlberhentlkan'f LA
R sesua1 denga.n ketentuan peraturan perundang~undangan A

'BABIX =
KETENTUAN PERALIHAN

S o  Pasal16
,f ’Pada saat Peraturan Wah Kota ini mulal berlaku R .
~a. UPT. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang melaksanakan Rt
v - sebaglan tugas Dmas sebagalmana dlatur dalam Peraturan Wali Kota - . o .
‘Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Urman ’I‘ugas - L
,. :,Un1t Pelaksana Tekms Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)a yang
v " terbentuk dengan susunan organlsa81 dan tata kcr_|a sebelurn Peraturan".;,»i A
. v‘,,,‘v:»:,;..,.jb._Wah Kota ini dlundangkan, tetap melaksanakan tugasnya ‘berada di-
‘- ,bawah dan bertanggung 3awab kepada Dinas sampa1 dengan dllantlknya»_»f‘.!‘
pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wah Kota ml,", R
. f"pe_]abat UPT Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) ya.ng mendudukl ,f'}.,;j: S
- jabatan pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap melaksan akan
© tugasnya sampai dengan dilantiknya pe_labat yang baru berdasarka.n iﬂ; |
f'ketentuan dalam Peraturan Wall Kota ini. el T R

'BAB X R
KETENTUAN PENUTUP

R | " Pasal17 L TR A
;:i;_'_Pada saat Peraturan Wah Kota ini mulai berlaku Peraturan Wall Kota Nomor: e o

15 Tahun 2010 ‘tentang OrgamsaSI 'I‘ata Kerja dan Uralan “Tugas Unlt:'_"f e
f:Pelaksana Tekms Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) (Benta Daerah =
- Kota - Bahkpapan Tahun 2010 Nomor 15) dICabut dan dmyatakan tldakil
fz"berlaku S . : R S o




. f“v: ‘e

B Pasal 18
- Peraturan Wah Kota ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan

Agar setlap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan Peraturan '
Wahkota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ballkpapan '

Ditetapkan di Bankpapan _
' pada tanggal 6 Agustus 2018
WALI KOTA BALIKPAPAN
Cttd |
M. RIZAL EFFENDI
_ Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 7. Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
- ttd | :
SAYID MN FADLI
BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR 20

Sahnan sesuai dengan aslmya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
- KEPALA BAGIAN HUKUM,

'NIP 196108061990031004



' LAMPIRAN

~ PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

- PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, |

URAIAN TUGAS < DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH
SUSUN SEDERHANA SEWA

ST RUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
-~ DAERAH RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

KEPALA
~ SUBBAGIAN
TATA USAHA
|
|
 KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
- WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Salinan sesuai dengan aslinya

o SEKRE’I‘ARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

o KEPALA BA IAN HUKUM,

R NIP 196108061 90031004

ttd

M. RIZAL EFFENDI




